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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 52 TAEUN 2n14

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasiyang didalamnya mengatur
Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, maka sesual
ketentuan Pasal 58 perlu disusun aturan pelaksanaannya
kedalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan,
tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas:

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kera Dinas
Kebersihan dan Pertamanan tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

. Umdang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerntah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);



Menatapkan

. Undang-Undang Momor § Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil

MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 8, Tambahan Negara Nomor 5484},

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587},

 paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeran
Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737},

 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Qrganisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Nomor 4741);

Peratyran Daerah Kabupaten Bekasi Nomer & Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014

tentang Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomaor 8)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISAS! DAN TATA
KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

T

2.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Dasrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur

penyelenggaraan Pemetrintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Sekretaris Dasrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi:

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana
operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah keda satu atau

beberapa kecamatan,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewsnangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Dinas mempunyai kewenangan

d.

Perencanaan bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan

pemakaman;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kebersihan,

pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman,

Pembinaan tekmis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan

pemakaman,



Pembinaan dan pengawasan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan

umum dan pemakaman;

Penyuluhan, pembinaan, pembimbingan dan pelayanan di bidang kebersihan,

pertarnanan, penerangan jalan umum dan pemakaman.

Penetapan tarif dasar retribusi di bidang kebersihan, pertamanan, pensrangan

jalan umum dan pemakaman.
Pendaftaran, penempatan dan periuasan taman dan makam
Penetapan kebijakan dan pengawasan penerangan jalan umum.

Pemeliharaan penerangan jalan umum.

Pengadaan, pengaturan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan,
pertamanan, penerangan jalan umum, pemakaman.

Pengawasan kerjasama di bidang kebersihan. pertamanan, penerangan jalan
umum dan pemakaman,

Pengeloclaan pengangkutan dan pembuangan sampah

Pengelolaan air kotor dan lumpur tinja,

Pengelolaan dan pengawasan pengadaan dan penggunaan prasarana dan sarana

kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum, pemakaman;

Pengawasan leknis pelaksanaan seluruh bidang Kebersihan, Pertamanan

Penerangan Jalan Umum, pemakaman gesuai peraturan perundang ungangan.

Pemberian Rekomendasi Pembuangan Sampah.

Pelaksanaan keria sama, perjanjian atau persetujuan Internasional alas nama
daerah di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan
pemakaman,

Pengawasan teknis pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan di

bidang Kebersihan, Pertamanan Penarangan Jalan Umum, pemakaman:

Pelaksanaan pungutan retribusi di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan

jalan umum dan pemakaman sesual ketentuan.
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Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kebersihan,
pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan berianggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
FPasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kebersihan.

pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman,

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada Pasal 4 Dinas

mempunyai fungsi .

&

perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan
umum dan pemakaman,
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang

kebersihan, pertamanan, penérangan jalan umum dan pemakaman;

pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang kebersihan, pertamanan,

penerangan jalan umum dan pemakaman;
penyelenggaraan administrasi kesekretanatan,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesual dengan tugas dan

fungsinya.



BAB il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur QOrganisasi

Paszal 6

Dinas terdiri dan unsur-unsur
a. Pimpinan;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian.

¢ Pelaksana adalah Bidang, Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

{1} Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas,
b, Sekretariat, membawahkan |
1. Sub Bagian Ferencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Kebersihan, membawahkan |
1.  Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
2 Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan,
d. Bidang Pertamanan, membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Taman,
2,  Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
g, Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
1 Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum,

2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
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g.
n.

Bidang Pemakaman, membawahkan

1.  Seksi Pengelolaan Makam;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyal tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,

membina dan mengavaluasl urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang kebersihan, periamanan,

pensrangan jalan urmum dan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas ;

=

merumuskan rencana keguatan dan anggaran Dinas Kebersihan dan

Pertamanan;

menyesienggarakan penyiapan bahan rencana strategis dan rencana kerja
Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai
bidang tugasnya sebagal bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD
Kabupaten;

menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD

lima tahunan Kabupaten;

menyelenggarakan penylapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir

masa jabatan Bupati ,



menyelenggarakan penghimpunan dan pengumpulan  bahan rencana
strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Dinas Kebersihan gan

Pertamanan;

menyelenggarakan penghimpunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Diokurmen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersinan dan Pertamanan,
membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan
Pefamanan,

merumuskan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, penerangan
jalan umum dan pemakaman,

merumuskan bahan-bahan untuk penyusunan peraturan daeran bidang

kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan jalan umum;

merumuskan kebijakan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan

umum dan pemakaman untuk mendukung pembangunan secara makro,
merumuskan bahan-bahan penetapan peraturan daerah  kebijakan
pengembangan PS (Prasarana dan Sarana) persampahan mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi;

merumuskan penetapan lembaga tingkat penyelenggara pengelolaan
persampahan di wilayan |

menetapkan penyusunan rencana dan penentuan/penetapan lokasi TPA dan
TPS;

menyelenggarakan peningkatan kapasitas manajemen dan memfasilitasi
kerja sama dunia wusaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana persampahan |

menyelenggarakan pemberian bantuan teknis kepada kecamatan,
pemerintah desa, seria kelompok masyarakat di fempal pengelolaan
persampahan;

merumuskan pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan prasarana

dan sarana persampahan di tempat pengelolaan sampah,

menetapkan penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan
sarana persampahan dan penentuan/penetapan lokasi Tempat Pengelahan
Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS} |

menyeienggarakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan

persampahan di wilayah ;
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mengevaluasi kinerja penyelenggaraan  pengeloiaan persampahan di
wilayah:

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan bidang
pengeloiaan persampahan;

merumuskan penyusunan program pembangunan ruang terbuka hijau
(RTH);

manyelenggarakan penataan dan pemeliharaan ruang rerbuka hijau (RTH)

menyelenggarakan pengembangan taman rek reasi,
menyelenggarakan pengawasan dan pengendaiian ruang terbuka hijau.

merumuskan penyusunan noma, standar, prosedur dan manual
penyelenggaraan pemakaman;

menyalenggaraxan pengumpulan dan analisa data jumlah jwa yang
meninggatl;

menyelenggarakan koordinasi penataan dan pengelclaan areal pemakaman:

menyelenggarakan psmbangunan dan pemelinaraan sarana dan prasarana
pemakaman;

menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pamerintah
dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupab
melalui instansi terkait  untuk disampaikan kepada pemben dana ugas
pembaniuan:

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan
dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan bDarang
selaku kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan ¥ang

disampaikan kepada pemben dana fugas pembantuan dengan tembusan

kepada Dinas terkait;

mampersiapkan dan menyampaikan bahan persetujuan dan Dahan
penstapan urusan pemerintahan daerah yang ditugas pembantuan kepada

pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset dasrah di lingkungan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

mengelola retribusi persampahan, pemakaman dan tinja yang menjadi

kewenangannya;

memproses dan membuat rekomendasi izin pemasangan PJU
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menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan jalan dan
lingkungan, pengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat
pembuangan akhir sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan!

marurmuskan bahan kajian manajemen kebersihan jalan dan lingkungan.
pengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat pembuangan akhir

sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;

mengkoordinasikan penyusunan jadwal operacional pengangkutan gan
pembuangan persampahan ke tempat yang telah ditetapkan;

membina dan memantau kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan,
nengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat pembuangan axhir
sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersinan sebagal bahan

pelaporan:
menyelenggarakan kajian manajemen periamanan;

menyelenggarakan  pengelolaan,  pengawasan dan  pemeliharaan

periamanan;

menyelenggarakan dan mengawasi pengadaan, penggunaan sera

pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;

menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengslolaan

pertamanan,
menyelenggarakan pengaturan dan pemantauan penarangan jalan umum,
menyelenggarakan pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum,

menyelenggarakan dan mengawasi pengadaan serta penggunaan sarana

dan prasarana penerangan jalan umum,

menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengeiciaan

penerangan jalan umum sebagai bahan pelaporan;
menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman;
menyelenggarakan kajian manajemen pemakaman,

menyelenggarakan penataan dan pengembangan Taman Makam

Pahlawan,
merumuskan kebijakan tarif dasar dan pengelolaan retribusi pemakaman:

menyelenggarakan pendaftaran, registrasi, penempatan dan periuasan

pemakaman,

e el e AamAalalaas Aol AeRASWESSN DEemakaman,
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menyelenggarakan dan mengawasi pengadaan, penggunaan sera
menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman,

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada Dinas

Kebersihan dan Pertamanan;
menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain:

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil
kegiatan urusan pelayanan Dinas;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Dinas,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan Dinas;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam lingkup Dinas;
melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkup Dinas;
mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya,

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Dinas;

memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan

mengembangkan karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sekretanat

Pasal &

Sekretariat dipimpin ocleh seorang Sekretarns dan mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :



(4)

a_penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian,

¢, pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang,

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Dialam menyeslenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretanat membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan,

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Faszal 10

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8, mempunyai uraian tugas sebagal berikut :

a.

b.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana

yang tersedia sebiagal dasar pelaksanaan tugas;
menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas:
menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya,

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Dinas
Kebersinan dan Pertamanan: pada masing-masing bidang sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,

keuangan dan kepegawalan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administras| umum

keuanoan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
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mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan

kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;

Melaksanakan penatausahaan keuvangan atau verifikas) yang berkaitan dengan
dokumen Keuangan,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangarn dan

kepegawalan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;

menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian seria
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai perianggungjawaban kepada
atasan;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

memoimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

menilai hasii kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasil keranya untuk bahan pengembangan karier:
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanzkan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi
dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan,
evaluasi dan laporan dari bidang kebersihan, pertamanan. penerangan jalan

urmurm dan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelapcran yang melipul
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari

bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman,



b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan vang meliput
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari

bidang kebersihan, pertamanan. penerangan jalan umum dan pemakaman,

¢. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan [aporan
dari bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan
pemakaman,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :

a.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Dinas.

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari
masing-masing bidang,

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Dinas Kebersihan dan
Pertamanan pada masing-masing bidang sebagal bahan penyusunan RPJPD
RPJMD dan RKPD Kabupaten:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) pada Dinas;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari masing-masing bidang,

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD fahunan dan LPPD lima tahunan dalam
bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman
sebagail bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LFPD lima tahunan kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
Dinas Kebersihan dan Pertamanan:

menyusun  bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagal bahan

pertanggungjawaban kepada Bupati;

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan



(1)

(2}

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi,

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada permenntan desa sesual dengan

lingkup tugasnya.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya sena mencan akern atif pemecahannya;

mempelajari, mamahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ugas

memberikan saran dan perimbangan teknis kepada atasan,

membagl tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesua

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Sub Bagian Keuangan mempunyal fugas pokok merencanakan kegiatan,
malaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi kKeuangan
pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Kebersihan dan

Pertamanan;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Kebersihan dan

Permamanan,

¢. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pacda Dinas

Kebersihan dan Pertamanan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagal

berikut :

2 menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas:

b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaky Pembantu Verifikator di
lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

c.  meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan cieh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTE;

d.  meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, S5PP-TU dan SPP-LS ga|l dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
nerundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

e memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU.

i  meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening,

g. menyiapkan SPM;

h, rmelaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai neger sipil fingkup Dinas;

i mealakukan verifikasi harian atas penerimaan:

. menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penenmaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas.

k. Membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
menyusun laperan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;

m.  menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun:

n.  menyusun catatan atas laporan keuangan,

o. mengavaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas! permasalahan  lingkup
tugas serta mencari atematif pemecahannya,

p. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,

a. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesual dengan ketentuan yang beriaku



(1)

(2

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:
menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memoniter dan mengavaluasi hasil

keranya untuk bahan pengembangan karer:
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepsgawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperiuan alat tulis seria ruang perkantoran pada Dinas Kebersinan gan

FPertamanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyail fungsi -

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis sera ruang
perkantoran;

h. pelaksanaan urusan tata warkat, Kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang

perkantoran,

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan keperluan alat
tulis serta ruang perkantoran,

d peiaksanaan wgas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagal berikut !

a,

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan gan keperiuan alat tulls serta ruang
perkantoran Dinas.
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melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan sural
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam

rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas,

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperiuan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas,

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas:

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperiuan alat tulis kantor {ATK) Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan can
kodifikas: barang,

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A
B,C.D EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik

pemerintah daerah;

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

menyusun bahan pengajuan penstapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan Dinas;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tansh dan/atau
bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daeran

selain tanah dan bangunan;
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melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi iayanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg) Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
farmasi pegawal, membuat usulan izin belajar, membuat usuian izin diklat,
penyesuaian fazah, usulan pemberian penghargaan, membenkan [ayanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaanfteguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesual aturan yang berlaku,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerat membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan darl dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,

melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarsasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

mempalajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang beraky

member| petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas bernalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil keria bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
keranya untuk bahan pengembangan kaner.

menyusun lapcran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

malaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Kebersihan
Pasal 17

Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyal tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan kebersinan



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

(3}

Kebersihan mempunyai fungsi :

a  pelaksanaan teknis operasional di bidang kebersihan;

b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang kebersihan;

c.  perencanaan cperasional urusan kebersihan;

d. pengelolaan urusan kebersihan,

e pengendalian, evaluasidan pelaporan urusan kebersihan;

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kebersihan,

membawahkan |
a. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebersihan.

Pasal 18

Bidang Ksbersihan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

a,

b.

2]

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kebarsihan:
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kena Bidang Kebersihan,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Kebersinan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

menyiapkan bahan-banan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Kebersihan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Kebersihan;

menyusun bahan-bahan perumusan penetapan peraturan daerah kebijakan

pengembangan PS persampahan di mengacu pada kebijakan nasional dan

i o
L e



menyusun bahan perumusan untuk penetapan lembaga tingkat penyelenggara

pengelolaan persampahan;

menyusun bahan rencana dan penantuan/penetapan lokasi TPA dan TPS
menyusun bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kena sama
dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Perasarana
dan Sarana ( PS ) persampahan ;

menyusun bahan pemberian bantuan teknis pengelolaan persampahan kepada

kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di ;

menyusun bahan penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS
persampahan;

menyusun bahan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS)
persampahan;

menyusun bahan pengawasan terhadap seluruh tahapan
pengembangan persampahan di wilayah |

menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan di
wilayah ;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
bidang pengelolaan persampahan,

menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang kebersinan jalan dan
lingkungan., pengelolaan instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat
pembuangan akhir sampah, pemelinaraan sarana dan prasarana kebersinan:

menyusun bahan Kajian manajemen kebersihan jalan dan lingkungan,
pengslolaan instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat pembuangan akhir
sampah, pemelinaraan sarana dan prasarana kebersihan:

menyelenggarakan  penyusunan jadwal operasional pengangkutan  dan

pembuangan persampahan ke tempat yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan, pengelclaan
instalasi pengolahan limbah tinja dan tempat pembuangan akhir sampan.

pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan sebagai bahan pelaporan;

menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dan pemenntah dan pemerintah

DIoVITESE,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Kebersihan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Kebersihan;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dasrah di lingkup Bidang
Kebersihan:

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Kebersinan,
melaksanakan pragram pengawasan internal di ingkungan Bidang Kebersihan;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya

memboagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan lugas
dapat berjalan lancar,;

menilai hasil kerja bawahan secara benenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

meiaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kadinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Skl Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanaian
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kebersihan jalan

dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai fungsi |

a. perencanaan kegiatan urusan Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

b. pelaksanaan urusan Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan Kebersihan Jalan dan Lingkungan:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya



Pasal 20

Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai benkut |

d

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kebersihan Jalan dan
Lingkungan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kena Seksi Kebersihan Jatan
dan Lingkungan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
hahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Kebersihan Jalan dan Lingkungan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Peiaksanaan
Anggaran (DPA} Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;

menyiapkan bahan perumusan untuk penstapan lembaga tingkat penyelenggara
pengelolaan persampahan di wilayah |

menyiapkan bahan evaluasi kinena penyelenggaraan pengeiolaan persampahan
di witayah;

menylapkan I:rlahan pemberian bantuan teknis pengelolaan persampanan kepada
kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;

menylapkan bahan kajian manajemen kebersihan jalan dan lingkungan,

menyiapkan bahan penetapan tarif dasar dan pungutan retribusi kebersihan jalan
dan lingkungan;

pelaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan kebersihan jalan dan

lingkungan;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,



(1)

{2)

melaksanakan program pengawasan internal dilingkungan Seksi Kebersinan
Jalan dan Lingkungan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencar alternatii pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karwer:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 21

Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan mempunyal tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membag fugas dan mengontro! urusan
pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan mempunyai fungsi |

a. perencanaan kegiatan urusan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Kebersihan,
b, pelaksanaan urusan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan:

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

k.ebarsinan:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasal 22

Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagal berikut :

a,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Kebersihan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pemelinaraan

Prasarana dan Sarana Kebersihamn;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pamelinaraan Prasarana dan Sarana Kebersihan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPBJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersinan:

menyiapkan bahan perumusan penetapan  peraturan daerah kebijakan
pengembangan prasarana dan sarana persampahan mengacu pada kebijakan

hasional dan provinsi,

menyiapkan bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja sama

dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana

dan sarana persampahan |

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana
dan sarana persampahan dan tinjadi lokasi IPLT dan TPS;

menylapkan bahan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana
persampahan dan IPLT,

melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana mobilitas dan peraiatan
di bidang;

melaksanakan pengaturan dan memelihara penggunaan prasarana dan sarana

mobilitas dan peralatan kebersihan,



aa.

melaksanakan monitoring kegiatan pemeliharaan, prasarana dan sarana mobilitas

dan peralatan kebersihan;

menyiapkan pengadaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana

mobilitas dan peralatan kebersihan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan:

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sekei Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan,

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketertuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan di lingkup
tugasnya serta mencari altemnatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksapaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan gas
dapat benalan fancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Pertamanan

Pasal 23

(1) Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok

merencanakan operasicnal, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pertamanan,
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(2)

(3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pertamanan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan teknis operasional di bidang pertamanan;

b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertamanan,

¢, perencanaan operasional urusan pertamanan,

d  pengelolaan urusan peramanan,

e. pengendalian, evaluasidan pelaporan urusan pertamanan;

i pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pertamanan,

membawahkan ;
a. Seksi Pengelolaan Taman;

b, SeksiSarana dan Prasarana Pertfamanan;

Pasal 24

Bidang Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 25 mempunyai uraian tugas sebagai berikut |

a.

b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pertamanan,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pertamanan,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Pertarnanan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan

Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat: |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Bidang Pertamanan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pertamanan;

mengatur penyusunan program pembangunan ruang terbuka hijau (RTH),

menyiapkan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH};



aa.

bb.

o

dd.

menyslenggarakan pengembangan taman rekreasi.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang terbuka nijau;
melaksanakan penyusunan kajian manajemen peramanan.

melaporkan hasil pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan pertamanan,

melaksanakan pengadaan, penggunaan sera pemeliharaan sarana dan

prasarana pertamanan;
mengevaluasi kegiatan pengelolaan pertamanan;

mengatur dan mengawasi pengadaan serta penggunaan sarana dan prasarana

penerangan jalan umum,

menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dan pemerintah dan pemerintah

provinst,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengoelah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Pertamanan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pertamanan;
menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan.
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pertamanan;

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang milik daerah di lingkup Bidang

Peramanan:

mempelaiari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pertamanan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pertamanan
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan

melaksanskan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan fancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier,
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melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 25

Seksi Pengelolaan Taman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengelolaan taman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Seksi

Pengelolaan Taman mempunyai fungsi |

a. perencanaan kegiatan urusan pertamanan.

b. pelaksanaan urusan pertamanan,

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan peramanan,

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Taman dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagal berikut :

o

menyusun rancana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Taman,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sekst Pengslolaan
Taman;

menyiapkan bahan-bahan RPJED dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJFD dan RPJIMD Kabupaten;

hahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
LPPD lima

mengumpuikan
Pengelolaan Taman sebagai bahan penyusunan LPPD tzhunan dan

tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati :

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rancana kinerja (RENJA) Seksi Pengelolaan Taman;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Pengelolaan Taman;

menyiapkan bahan perencanaan program pembangunan ruang terbuka hijau
(RTH);
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melaksanakan kajian pertamanan;

membuat dan menata periamanan serta paru-paru kota dalam upaya menciptakan
keindahan dan kesehatan lingkungan:

melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan pertamanan serla paru-par kota
untuk menjaga kelestarian keindahan dan kesehatan lingkungan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan SeksiPengeiclaan
Taman;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
SeaksiPengelolaan Taman,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventanisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada hawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier, |

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan oleh atasan,

Fasal 27

Seksl Sarana dan Prasarana Periamanan mempunyai tugas pokok marencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan sarana dan

prasarana pertamanan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Sarana dan Prasarana Pertamanan mempunyai fungsi :
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a,  persncanaan kegiatan urusan sarana dan prasarana pertamanan;
b. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana periamanan
¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana pertamanan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

a

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Frasarana

Peramanamn;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sarana dan

Prasarana Pertamanan:

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Sarana dan Prasarana Pertamanan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan

dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupall |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerjia (RENJA) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanarn,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran {DPA) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
menyiapkan bahan analisis kebutuhan sarana, prasarana maobilitas dan peralatan
pertamanan;

melaksanakan pengadaan dan pengaturan penggunaan sarana, prasarana

maobilitas dan peralatan pertamanan;

melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana. prasarana maobilitas dan

peralatan pertamanan,

melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan sarana,

prasarana mobilitas dan peralatan pertamanan sebagai bahan pelaporan;

melaksanakan penghimpunan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan intermnal di lingkungan Seksi Sarana dan

Prasarana Pertamanan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier:
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Penerangan Jalan Umum

Pasal 29

Bidang Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penerangan jalan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan teknis operasional di bidang penerangan jalan umum;
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b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang penerangan jalan umum,
€. parencanaan operasional urusan penerangan jalian umum;
d. pengelolaan urusan penerangan jalan umum;

e. pengendalian, evaluasidan pelaporan urusan penerangan jalan umurm,

—-—

pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3} Dalam menyelenggarakan ftugas pokok dan fungsi Bidang Penerangan Jalan

Umum, membawahkan :
a. Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;

b, Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 30

Bidang Fenerangan Jalan Umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berilkut -

a  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penerangan Jalan Umum;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Penerangan Jalan

Umum;
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Penerangan Jalan Umum sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD

lima tahunan Kabupaten;

&  menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f  mengnimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kineria (RENJA) Bidang Penerangan Jalan Umum;

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Penerangan Jalan Umum;

h, menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Penerangan Jalan

Umuimn;
I. menyelenggarakan pengaturan dan pemantauan penerangan jalan umum;

I menyelenggarakan pengawasan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;




aa.

menyelenggarakan dan mengawasi pengacaan serta penggunaan sarana dan

prasarana penerangan jalan umum,

menyelenggarakan  pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan

penerangan jalan umum sebagai bahan pelaporan,
menyeslenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Penerangan Jalan Umum,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Penerangan Jalan Umum;
menyusun pertanggungjawaban laperan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegatan lingkup Bidang Penerangan Jalan

Lhmum;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Penerangan Jaian Umum;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Penerangan Jalan

imum;

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Bidang Penerangan

Jalan Umum;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

memoimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

meniiai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan.



Pasal 31

(1) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum mempunyal tugas pokok merencanakan

(2)

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan penatasan

penerangan jaian umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Penataan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

a perancanaan kegiaian urusan penataan penerangan jalan umurm;

b, pelaksanaan urusan penataan penarangan jalan umum,

¢c. pembagian pelaksanaan tugas urusan penataan penerangan jalan umum,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 32

Seksl Penataan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut ©

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Penerangan Jalan
Umum;

menylapkan bahan rencand strategis dan rencana kerja Seksi Penataan
Penerangan Jalan Umum;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagal

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan: bahan-banan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Penataan Penerangan Jalan Umum sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan

dan LEPD lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Elupa’c': :

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rercana kinerja (RENJA) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umurm;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Penataan Penerangan Jalan Urmnium;

menyiapkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di
bidang tugasnya;

melaksanakan pengaturan dan pemantauan penerangan jalan umium,
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melaksanakan pengadaan serta penggunaan sarana dan prasarana penerangan

jalan umum;
melaksanakan koordinas! dengan seksi [ain;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan kKeuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Seksi Penataan
Penerangan Jalan Umum;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum mempunyal tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pemeliharaan penerangan jalan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi -
a. perencanaan kegiatan urusan pemeliharaan penerangan jalan umum,

b. pelaksanaan urusan pemeliharaan penerangan jalan umum;
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c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemeliharaan penerangan jalan

LTI LI,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum:

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pemeliharaan

Penerangan Jalan Umum;

meryiapkan bahan-bahan RPIPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebagai bahan penyusunan LPPD

tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Limum,

menginventarisasi dan mencatat data serta membuat peta lokasi penerangan jaian

umum dan reklame untuk memudahkan pengecexan,
melakeanakan perbaikan penerangan jalan umum sesuai hasii pengecekan;

melaksanakan pemberitahuan pemilik papan reklame untuk memelihara dan

memperbaiki papan reklame yang tidak layak pandang,

melaksanakan pengawasan pengadaan dan pengaturan penggunaan sarana

penerangan jalan umum;
melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan Ssarana

penerangan jalan umum sebagai bahan pelaporan;

raruenin hakan lanaran akintahilitas kariae
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(2)

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum,

menghimpun, mengolah dan menga nalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas

mamberikan saran dan pertimobangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mancari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau membernkan petunjuk kepaca bawahan agar pelaksanaan wgas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
Karer,

melaporkan hasil pelaksanaan fugas dan/fatau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf &

Bidang Pemakaman
Pasal 35

Bidang Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pemakaman mempunyai fungsi

a  pelaksanaan teknis operasional di bidang pemakaman,

i — mlalinmnnan tabnie fmasinnal A Bidann nemakaman,



(3)

¢ persncanaan operasional urusan pemakaman.

d. pengelolaan urusan pemakaman,

e, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemakaman;

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan  tugas pokok dan fungsi Bidang Pemakaman

membawanxan :

a  Seksi Pengelolaan Makam:

h.  Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Pasal 36

Bidang Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a, menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pemakaman:

b. menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pemakaman,

¢ menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJIMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Pemakaman sebagal bahan penyusunan LPFD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

e,  menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa |a batan Bupati ;|

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana stralegis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pemakaman,

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pemakaman;

h. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman;

i.  melaksanakan kajian manajemen pemakaman;

. melaksanakan penataan dan pengembangan Taman Makam Pahlawan;

k. menyusun konsep tarif dasar dan pengelolaan retribusi pemakaman;

1, melaksanakan pendaftaran, registrasi, penempatan dan perluasan pemakaman,

m. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemakamann,

n. melaksanakan dan mengawasi pengadaan, penggunaan serta pemeliharaan
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menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Pemaraman:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pemakaman;
renyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pemakaman;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Pemakaman;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-uncangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemakaman,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pemakaman;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat benalan lancar;

mienilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan

Kaner,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Seksi Pengelolaan Makam mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengelolaan makam.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pengeiolaan Makam mempunyai fungsi .
a. perencanaan kegiatan urusan pengelolaan makam;
b. pelaksanaan urusan pengelolaan makam;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pengelolaan makam;



d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Seksi Pengelolaan Makam dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian ugas

sebagal berkut

a

+8

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Makam;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengelolaan
Makam;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pengelolaan Makam sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengelolaan Makam;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pengelolaan Makam;

melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman,
melaksanakan Kajian manajemen pemakaman,

melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan manual

penyelenggaraan pemakaman;

melaksanakan pengumpulan dan analisa data jumlah jiwa yang meninggal:
melaporkan hasil koordinasi penataan dan pengelolaan areal pemakaman;
melaksanakan penataan dan pengembangan Taman Makam Pahlawan;

menyiapkan bahan penyusunan konsep tarif dasar dan pengelolaan retribusi

pemakaman;
melaksanakan pendaftaran, registrasi, penempatan dan perluasan pemakaman;
melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemakaman,

menyusun bahan laporan akuntabiiitas kerja;
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melaksanakan program  pengawasan intemal  di lingkungan  Seksi Pengelolaan

Makarm;,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sefa penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengelolaan Makam;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya senagal pedoman
dalam pelaksanaan fugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan avaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang beriaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanzan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Pasal 38

Saksi Sarana dan Prasarana Pemakaman mempunyai  tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
sarana dan prasarana pemakaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Sarana dan Prasarana Pemakaman mempunyai fungsi :

a perencanaan kegiatan urusan sarana dan prasarana pemakaman,
b, pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pemakaman,
£ pembagian pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana pemakaman;

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya.
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Pasal 40

Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

da

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana

Pemakaman;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seks: Sarana dan

Prasarana Pemakaman;

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan REJMD sesual bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Sarana dan Prasarana Pemakaman sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPFPD lima tahunan Kabupaten,

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati .

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (REMJA) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman;

menyigpkan bahan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pamakaman sesual

rencana kerja;

melaksanakan pengadaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana
mobilitas dan peralatan pemakaman;

melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilitas
dan peralatan pemakaman,

melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan sarana dan

prasarana maobilitas dan peralatan pemakaman sebagai bahan peiaporan,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun peranggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan.

melaksanakan program pengawasan intemal dilingkungan Seksi Sarana dan

Frasarana Pemakaman,;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman;
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mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-uncangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan di ingkup
tugasnya serta mencan afternatif pemecahannya:

memoagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan lugas sesua
dengan ketentuan yang beriaku,

membimbing atau membenkan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan lugas
dapat berjalan lancar,

menils: hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karwer;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas sasuai kebutuhan,

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan ugas pokoknya bertanggung

jawao kepada Kepala Dinas.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keaniiannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan

dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

yang Deriaxu.
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BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 42

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Bidang-
Kepala Bidang. Kepala Seksi-Kepala Seks: dan Kelompok Jabatan Fungsional
menurut bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplfikasi.

Sstiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan

memberikan bimbingan seria petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 42

Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepaca Bupati

melalul Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 44

Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang

Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.



BAB WV
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentkan oleh Bupatl berdasarkan usulan

Sekrataris Daerah.

(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKFP) sesual peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenakan pangkat dan gaji
pegawal bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) Ketentuan-katentuan iain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraiuran

perundang-undangan yang berlaku.

BARB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 45

Pembiayaan Dinas bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah

Kabupaten Bakasi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Hakhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai tekms

pelaksanaannya akan diatur kemudian

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang

sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenal kepegawalan diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAE Wl
FEMBIAY AAMN
Pasal 46

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

{1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal
yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penampatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Demember 2ni1s

1 BUPATI BEKASI A
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